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Tefaah Pustaka

1. Dasar-Dasar Perpajakan

Definisi Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dimana:
“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
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pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai dua

fungsi, yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan biaya untuk
menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang
dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri
dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan ini dari tahun ke tahun harus
ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin
meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

(2) Fungsi Mengatur (regulerend)
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi.
. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2008:17) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:
(1) Official Assesment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang dari Wajib Pajak.
Ciri-ciri Official Assesment System adalah sebagai berikut:
(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada

fiskus.
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(b) Wajib Pajak bersifat pasif.
(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh
fiskus.
(2) Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang
ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang
perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan
memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui

sarana perpajakan yang tersedia.

(3) Self Assessment System

(a) Pengertian Self Assessment System
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Self Assessment System merupakan metode yang memberikan
tanggung-jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib
pajak.

Definisi Self assessment System menurut Waluyo (2008:17) adalah
sebagai berikut:

“Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Sedangkan definisi dan ciri-ciri self assessment system  menurut

Mardiasmo (2011:7) adalah sebagai berikut:
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“Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai

berikut:

i) Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak ada pada wajib
pajak sendiri.

i) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.

iii) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”.

Dari definisi di atas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan Self
Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan
kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan
kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri
tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak (Danang
Rosadi, 2012).

Masih menurut Danang Rosadi (2012), tata cara pemungutan pajak
dengan menggunakan Self Assessment System berhasil dengan baik jika
masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di
mana ciri-ciri Self Assessment System adalah adanya kepastian hukum,
sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata,
dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Pemungutan self assessment system, baru dikenalkan pada saat
terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 januari 1984 sebagi
pengganti official assessment system yang berlaku sebelumnya.
Dianutnya self assessment system diharapkan membawa misi dan
konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk
membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan

pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela semakin
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kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama
ditunjukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak
membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegak

hukum administrasi pajak di negara manapun (Danang Rosadi, 2012).

(b) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Self Assessment

System
Sebagaimana dinyatakan oleh Soemitro (1991)dalam Danang Rosadi
(2012) bahwa keberhasilan self assessment system ditentukan oleh :
i) Kesadaran pajak dari wajib pajak
Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat
kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran
hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah
berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak
berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
ii) Kejujuran wajib pajak
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting,
karena dengan self assessment system pemerintah memberikan
sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa
jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan.
Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya
sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
iii) Hasrat untuk membayar pajak (tax mindedness)
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela
dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk

membayar pajak.
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iv) Disiplin dalam membayar pajak (tax discipline)

Tax Discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai
terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang
menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda
membayar pajak.

Dalam self assessment system pihak fiskus memberikan wewenang
dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar,
menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Inti asas
atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak
dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

(c) Pelaksanaan Self Assessment System
Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat
karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh
Wajib Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system
menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam  Rislian Agustina (2012)
menjelaskan bahwa :
i) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke
kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi
perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau
kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik
online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
i) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak

terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara
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mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan,
memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut
dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal
sebagai kredit pajak (prepayment).
iii) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap
bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. Melalui pemotongan
dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,
22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi
kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk
pemerintah. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea
materai.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan
cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh
final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak.
Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan
pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak
keluar dan pajak masukan.

iv) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana

bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan

15
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pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat
pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan
pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui
mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak
ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari
pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak

yang telah dilakukan.

Dasar Hukum Pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara
hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di
Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-
undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari
masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak
mendapatkan kontraprestasi yang langsung.

Sebagaimana yang diketahui Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti
yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat,
sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatkannya belanja hidup, harus
ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan DPR sebagai wakil
mereka. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak
bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-

wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh
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karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya dan bila
rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Selain adanya undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada
Wajib Pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus
diperhitungkan oleh negara adalah pembuatan peraturan pajak diusahakan agar
mencerminkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, sebab tingkat kehidupan dan

daya pikul setiap anggota masyarakat berbeda-beda.

Asas-asas Pemungutan Pajak
Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealh Of Nations dengan ajaran yang
terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
(1) Asas Equality (asas keadilan)
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan
kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak
diskriminatif terhadap Wajib Pajak.
(2) Asas Certainty (asas kepastian hukum)
Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang
melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
(3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu
atau asas kesenangan)
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang
paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya
atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah.

(4) Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis)
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Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai

terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

ajib Pajak
Definisi Wajib pajak
Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi
kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut
Pasal 1 ayat (1)Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara
Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukkan
kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.
Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukkan kewajiban
perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh
karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami

sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan

itikad baik kewajiban perpajakannya.

Orang Pribadi

Menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh adalah sebagai berikut:
“Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri
adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
indonesia”.

Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah dituju oleh Undang-

undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan
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@ itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.
Menurut Mardiasmo (2011:138) terdapat dua subjek pajak orang pribadi
dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua
subjek tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam negeri
Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:
(a) Orang pribadi dianggap subjek dalam negri bila bertempat tinggal di
indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada

di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e
Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

(b) Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak

dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

mana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut.

Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya

(319 ueny IMY BY1IRWIOU| URP SIUSIg 3N31ISUI) DX 191 YW eadid sey

berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar
negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

(2) Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negri
Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari
indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (time test) yang digunakan
untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal
wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka

batasan waktu didasarkan ketetapan dalam (Tax Treaty)”.
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Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari Wajib Pajak usahawan dan Wajib

Pajak non usahawan. Seorang usahawan adalah mereka yang terjun didunia
usaha baik dengan menjalankan atau menciptakan sebuah bisnis baru dengan
mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan
pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan
sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Sedangkan non usahawan
atau dapat diartikan sebagai karyawan adalah orang yg bekerja pada suatu
lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah).

Menurut Mardiasmo (2011:37) bahwa kewajiban wajib pajak khususnya
kewajiban yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang diatur
dalam Undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

(1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan,
pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri
pada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tenpat
tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh
wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

(3) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan orang
pribadi, pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap
wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
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(4) Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut pasal 10 ayat (1)
Undang-undang KUP kewajiban membayar dan menyetor pajak dilakukan
di kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat
pembayaran lain yang ditetapkan menteri Keuangan.

(5) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, pasal 28 ayat (1) Undang-
undang KUP.

(6) Kewajiban menaati pemeriksaan, pasal 29 ayat (3) Undang-undang KUP.

Theory of Planned Behaviour dan Social Learning Theory
a. Theory of Planned Behaviour
Dalam Theory of Planned Behaviour dijelaskan bahwa perilaku yang
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.
Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor
(Harjanti, 2012), yaitu :
(1) Behavioral Beliefs
Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
(2) Normative Beliefs
Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
(3) Control Beliefs
Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan

menghambat perilakunya tersebut.
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Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan.
Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian
Harjanti (2012). Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned Behaviour
cukup relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang
tersebut akan memiliki harapan mengenai hasil yang akan diperoleh dari
perilakunya tersebut. Kemudian orang tersebut akan memutuskan bahwa akan
melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan
kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kepentingan pembayaran
pajak akan memiliki keyakinan bahwa pajak diperuntukkan dalam membantu
penyelenggraan pembangunan negara (behavioral beliefs).

Ketika akan melakukan sesuatu, seseorang akan memiliki keyakinan
tentang harapan normative atau sesuai kaidah yang berlaku dari orang lain dan
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut
dapat dikatikan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan
yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta
penyuluhan pajak akan memberi motivasi kepada Wajib Pajak agar taat
membayar pajak.

Menurut Harjanti (2012), Control beliefs terkait dengan sanksi
pajak. Sanksi pajak dibuat untuk mengontrol para Wajib Pajak agar mematuhi
peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan
persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak tersebut mampu
mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat membayar pajak.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs merupakan

tiga faktor yang menentukan bagaimana perilaku seseorang. Setelah terdapat
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tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian
tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana
seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior
adalah tahap seseorang berperilaku (Harjanti, 2012). Kesadaran Wajib Pajak,
pelayanan Fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan
perilaku yang patuh dalam membayar pajak. Setelah Wajib Pajak memiliki
kesadaran untuk membayar pajak dengan dimotivasi oleh Fiskus dan sanksi
pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan

merealisasikan niat tersebut.

Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat
pengamatan dan penglaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Jatmiko (2006),
proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

(1) Proses perhatian (attentional)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang jika mereka

telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang tersebut.
(2) Proses penahanan ( retention)

Proses penahan adalah proses mengingat tindakan seseorang atau model

setelah tindakan orang atau model tersebut tidak lagi tersedia.
(3) Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi

perbuatan.

(4) Proses penguatan (reinforcement)
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Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan
rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model

tersebut.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini
relevan untuk menjelaskan perilkau Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat
pada waktunya, apabila ia merasakannya manfaat pajak dari pengamatan dan
pengalaman langsung. Misalnya hasil pemungutan pajak yang berasal dari
pajak penghasilannya sendiri telah memberikan kontribusi nyata pada
pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah
menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem
pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-
individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku
sesuai dengan model, kiranya cukup relevan apabila dihubungkan dengan

pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

epatuhan, Kesadaran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Pajak, serta Pengetahuan
an Pemahaman Atas Peraturan Perpajakan

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau

patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus
Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan
adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku

> adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan

1D ueby
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seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau Undang-
@Jndang Perpajakan.
Nurmantu, 2003 (dalam Harjanti, 2012) mendefinisikan kepatuhan

erpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban

Aw %ldp MeH

= erpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh

%IGI

orman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan

ewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Harjanti, 2012) sebagai

erikut:

g Jcr;mstil) D)

.(1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

siusi

perundang-undangan perpajakan.
(2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

(3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

IM) B)I3ew.aou| uep

19 uery 3

'(4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

®

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan
No.74/PMK.03/2012, Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut.

(1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua

ISyl

tahun terakhir.

=, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

(3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

(4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
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pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling

banyak lima persen.

T
£ (5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh
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akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat

dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Pengetahuan dan Pemahaman Atas Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa
pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan
manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran
manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.
Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui
seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen
Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti
benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara. Berdasarkan
definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman
akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui
tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar
pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud
mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)
yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran
atau pelaporan SPT (Nugroho, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) terdapat beberapa

indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:
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(1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib
untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu
sarana untuk pengadministrasian pajak.

(2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib
Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengatahui kewajibannya sebagai Wajib
Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar
pajak.

(3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu
dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu
dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila
melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong
setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

(4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku,
maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung
kewajiban pajak sendiri secara benar.

(5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui
sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

(6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training
perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan

erkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya (perceived

control behavior) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan

§dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya

),

919 uen) )

iplengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib
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P

ajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka

@/ajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

5.

o
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urat Pemberitahuan (SPT)
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Indriyani (2007), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 11, Surat
Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi, antara lain :
(1) Bagi WP PPh yaitu untuk:
(a) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang.
(b) Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang;
(c) Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan

sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
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(d) Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

(2) Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
menyetorkannya. Surat Pemberitahuan harus diisi dengan benar, jelas,
lengkap dan ditandatangani sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.

(3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai sarana untuk pengawasan
pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan pengujian kepatuhan
atas Wajib Pajak. Dengan demikian Surat Pemberitahuan mempunyai
makna yang cukup penting baik bagi WP maupun aparatur pajak (Indriyani,

2007).

Pembagian SPT

Menurut Indriyani (2007), secara umum berdasarkan jenisnya terdapat dua jenis

(219 uery MU E>IIEWIOLU] UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

SPT, yaitu :

(1) SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas
pembayaran pajak bulanan atau Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu
yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga)
bulan takwim. Macam-macam Surat Pemberitahuan Masa yaitu, SPT Masa
PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT
Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal
15, SPT Masa PPN (1195), SPT Masa PPN bagi Pemungut, SPT Masa

PPNBM (1101BM).

29
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(2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan atau
Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun
takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwim. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu
1 (satu) Tahun Pajak. Terdapat tiga macam Surat Pemberitahuan Tahunan,
yaitu :

(a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi, yang terdiri dari :
i) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi Biasa (formulir 1770)
i) Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
tidak melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas (formulir

1770S)

(219 uery YImyl e>RIEWIOLU| UEP SIuSIg INMISUI) DX 181w eadid SeH (D)

(b) Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan, yang terdiri dari :

i) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
biasa (formulir 1771)

i) Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam
bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (formulir
1771S)

iii) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Pasal 21 (formulir

1721)
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d. SPT Tahunan

@ SPT Tahunan diambil sendiri oleh Wajib Pajak di tempat-tempat sebagai

(319 ueny XIM) BX13RWIOU| UBP SKUSIG 3N31ISUI) DY 191 YW eidid seH
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berikut :

(1) Kantor Pelayanan Pajak;

(2) Kantor Penyuluhan Pajak; atau

(3) Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Diantaranya bisa didapatkan melalui sistem komputer dengan alamat situs

internet atau homepage Direktorat Jenderal Pajak yaitu : http://www.pajak.go.id

Batas Waktu dan Sarana Penyampaian Surat Pemberitahuan

Batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut :

(1) Untuk SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya,

(2) Untuk SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun
berikutnya.

Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan dapat secara langsung
disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor
Penyuluhan Pajak. Atas penyampaian tersebut Wajib Pajak akan diberi tanda
terima oleh petugas yang bersangkutan. Untuk Surat Pembertahuan Masa dapat
juga dikirimkan melalui Kantor Pos tercatat dan bukti pengiriman sebagai tanda
terima. Selain melalui kantor Pos dapat juga dilakukan dengan melalui
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

(Indriyani, 2007).

Prosedur penyampaian SPT
SPT disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan
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Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang

Pribadi tersebut. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara :

(1) disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak
dan atas penyampaian SPT Tahunan itu Wajib Pajak menerima tanda bukti
penerimaan,

(2) disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanda bukti serta
pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT,
sepanjang SPT tersebut dianggap lengkap,

(3) disampaikan melalui Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk

oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal penerimaan

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH

dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT

tersebut telah lengkap (Indriyani, 2007).

X Iy eXIewWIoU| Uep siusig 3In3suI) D3N [81 (1w exdid e ()

B. Pefelitian Terdahulu
9]
€  Di bawah ini merupakan hasil rangkuman mengenai beberapa penelitian

terdahulu yang mengunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan

rr?:genai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban

=
pﬁ)ajakannya.

w
73 Tabel 2.1 Penenlitian Terdahulu
=

n1. Solich Jamin

T 2hun Penelitian 2001
Jugul Kepatuhan wajib pajak (gabungan WP badan dan WPOP)
o sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi di wilayah
- Jawa Tengah dan DIY

q
Vaiabel Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Efektif, SPT Masuk

(=]
" At Analisis Uji Beda

ngl Penelitian Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sesudah krisis
= ekonomi mengalami penurunan dibandingan dengan tingkat
= kepatuhan sebelum krisis ekonomi
Ei
= 32
@
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(. Agus Nugroho Jatmiko
Tahun Penelitian 2006
Judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda,
Er Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap
L 3 Kepatuhan Wajib Pajak
o)) -
& Vagjabel Penelitian Kepatuhan Waijib Pajak berdasarkan :
¥ = 1. sikap wajib Pajak berdasarkan sanksi denda
D 3 2. sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus
2 = 3. sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan
3 Alét Analisis Regresi berganda
L c
giHa@I Penelitian Sikap Wajib Pajak berdasarkan sanksi denda, terhadap fiskus,
2 3 dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang
_ 2 signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
5 3
s 3
S
2
=3. Rahmawaty, Endang Surasetyo Ningsih, dan Wida Fadhlia
Q

2011

Tag'un Penelitian
Juatl
A

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha

% Warung Kopi di Kota Banda Aceh)
Vagiabel Penelitian Kemauan membayar pajak berdasarkan :
- 1. kesadaran membayar pajak,
2. pengetahuan dan pemahaman akan peraturan
perpajakan,
§ 3. persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

e
AEt Analisis

Regresi berganda

[
Hasil Penelitian

Kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

319 uepj YIM) e)izewioju] uep sjus
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4. Hariyadi Setyonugroho

upniin Rlanllf\ lﬁll DU D\r{!’\ MPLL

Tapwn Penelitian 2012
Ju Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar
=) Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
2 Surabaya Tegalsari
Q
EVg;i.abel Penelitian Kemauan membayar pajak berdasarkan :
= 1. kesadaran membayar pajak,
D @ 2. pengetahuan dan pemahaman akan peraturan
A perpajakan,
b & 3. persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan,
. = 4. kualitas pelayanan.
g Alg Analisis Regresi berganda
L c
' Hagjl Penelitian Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap
@ kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan
): Z pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas
. 2 efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan
T berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
o
.
5. Tedi Permadi
)

2013

TaQJn Penelitian
Juéal
A

Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Vatiabel Penelitian

Kemauan membayar pajak berdasarkan :
1. kesadaran membayar pajak,

D
- 2. pengetahuan dan pemahaman akan peraturan
perpajakan,
3. persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan,
3 4. tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan
a hukum,
(= 5. norma moral
Ag-t Analisis Regresi berganda

H§fil Penelitian

Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib
pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
Sedangkan variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem
perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem
pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemuan
membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang
melakukan pekerjaan bebas.
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@(Ienurut Tri Bangga Nirmala (2012), self assessment system adalah Wajib Pajak
di%ri kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan
mgﬂporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
beg'éku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak

=]
unt’gk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

'At;ma% dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar
pa%k sebesar pajak yang terutang ke bank atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak
maz(:aporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor
Pe%yanan Pajak (KPP).

E—::Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan akan mendorong
ke%auan untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak
adgah wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

A

Sy§iat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib
pa}%k (Tatiana dan Priyo, 2009).

Menurut Setiawan dalam Muis Arahman (2012), ukuran tingkat kepatuhan Wajib
Pgak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat
PG-;I’r.lberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu serta pembayaran
pgk secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung,
mg:nperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
segara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

=
d@m melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

§Dalam kerangka pemikiran skripsi ini, pengetahuan Wajib Pajak meliputi
-
k@emilikan NPWP, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, sanksi perpajakan,

A
seg.a peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Kepatuhan dalam membayar pajak

35

919 uen) )



"OyYIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAsey ynan)as neje ueibegas yeAuequiadwaw uep ueywnwnbusw bueseyq 'z

SSINISNY 40 TOOHDS
HID NV M

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

&

secara garis besar meliputi pembayaran pajak tepat waktu dan Wajib Pajak terbebas
da@tunggakan maupun hukuman di bidang perpajakan. Kepatuhan dalam melapor
T
mekiputi penyampaian SPT Masa atau Tahunan dengan tepat waktu.
(2]

etiga faktor tersebut diasumsikan memliki hubungan yang berbeda pada Wajib

w F%d!

Pajak Orang Pribadi baik usahawan dan non usahawan dalam melaksanakan self

B

as

13 191

ssment system. Sehingga penulis menggunakan ketiga faktor tersebut sebagai tolak

)9

ukgr dalam penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak

Orgng Pribadi.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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Pengetahuan Wajib
Pajak Orang Pribadi

mengenai pajak )

Wajib Pajak Orang
pribadi usahawan
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Pela%sanaan self Kepatuhan dalam
asssessment > membayar pajak
asystem
o Wajib Pajak Orang
| pribadi non usahawan
Kepatuhan dalam
§ melaporkan Surat [
l'=:. Pemberitahuan (SPT)
S
(o
W .
3D. Hipotesis Penelitian
@ =

Hal: :Terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada pengetahuan dalam

Shidang perpajakan

Ha2: :o:Terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada kepatuhan dalam
amembayar pajak
-

Ha3: §Terdapat perbedaan antara usahawan dan non usahawan pada kepatuhan dalam

z -
g.melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
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